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ARTICLE INFO ABSTRACT

Tesis yang merupakan penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk menguji apakah

terdapat pengaruh secara simultan maupun parsial antara tax morale, kepatuhan

wajib pajak, dan kepecarayaan pada otoritas pajak terhadap kepatuhan wajib

pajak di KPP Pratama Kubu Raya. Metode analisis yang digunakan adalah

regresi linier berganda. Pengujian hipotesis dilakukan dengan cara statistik yaitu

[ — wji F (simultan) dan uji T (parsial). Subjek penelitian ini adalah seluruh pegawai
Tax Morale, yvang bekerja di KPP Pratama Kubu Raya yang berjumlah 141 orang. Jenis
Kualitas Pelayanan, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dimana teknik
Kepercayaan Kepada Otoritas — pengumpulan data dilakukan dengan cara menyebarkan kuisioner kepada
zaejn‘;];’uhan Wajib Pajak pegawai KPP Pratama Kubu Raya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
' secara bersama-sama atau simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel

tax morale (X1), kualitas pelayanan (X2), dan kepercayaan kepada otoritas pajak

(X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai f hitung > f tabel yaitu

sebesar 58,462 > 3,06 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000 dengan

sumbangsih persentase variabel bebas terhadap variabel terikat sebesar 56,1%

dan sisanya 43,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam

penelitian ini. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa tax

morale (X1) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak prima (Y) dengan nilai

t hitung > t tabel yaitu 2,141 > 1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001.

Untuk variabel kualitas pelayanan (X2) secara parsial terdapat pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 7,789 >

1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dan yang terakhir untuk variabel

kepercayaan kepada otoritas pajak (X3) secara parsial terdapat pengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan nilai t hitung > t tabel yaitu 12,739 >

1,977 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Dari hasil penelitian ini

diharapkan supaya bisa menjadi acuan oleh KPP Pratama Kubu Raya untuk lebih

meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar dapat menjadi pelayanan yang prima.

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib dari orang atau badan kepada negara yang terutang
dan berdasarkan Undang-undang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara
langsung serta digunakan untuk keperluan negara. Sumber penerimaan pajak dibedakan menjadi dua
yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah
tangga negara, pajak ini dipungut oleh pemerintah pusat. Pajak pusat diantaranya adalah pajak
penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
(PPN; PPn-BM), pajak bumi dan bangunan (PBB), bea materai, bea masuk, cukai dan pajak ekspor.
Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang digunakan untuk membiayai rumah. tangga daerah, pajak
ini dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah diantaranya pajak kendaraan bermotor (PKB), pajak
hotel dan restoran (PHR), pajak reklame, pajak hiburan dan pajak bahan bakar, dan bea perolehan hak
atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Sektor pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara yaitu sebesar 82%. Pada tahun 2021
realisasi APBN melebihi target hingga 103,9% (Keuangan, 2022), hal tersebut menunjukkan bahwa
negara membutuhkan pajak sebagai upaya pelaksanaan pembangunannya. Pajak memainkan peran
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strategis dalam keuangan negara Indonesia terutama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), oleh karena itu tingkat kesadaran pajak harus lebih ditingkatkan. Tingkat kepatuhan dalam
membayar pajak di Indonesia masih relatif rendah, masalah kepatuhan perpajakan menjadi salah satu
penyebab rendahnya Tax Ratio (Nurani & Islami, 2020).

Berdasarkan data publikasi OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)
pada laporan Revenue Statistics in Asia and The Pasific 2021, Indonesia memiliki Tax Ratio sebesar
11,6% dan merupakan negara dengan Tax Ratio terendah ketiga setelah Laos dan Bhutan (OECD,
2021). Tax ratio Indonesia sejak tahun 2015 hanya berkutat di angka 10% dan hingga tahun 2018, tax
ratio di Indonesia hanya ditargetkan sebesar 10,9%. Angka rasio pajak terhadap PDB Indonesia adalah
11,6% pada 2019, di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 21,0% dan juga di bawah rata-rata OECD
33,8%. Maka sulit adanya untuk menembus angka 11% di tengah tingginya tax ratio negara lain.
Padahal PDB Indonesia merupakan yang tertinggi di kawasan ASEAN. Jika kebutuhan belanja sekitar
15-16% dari total PDB, idealnya tax ratio harus mendekati angka tersebut untuk mendorong fiscal
sustainability dan menjamin defisit tetap terkendali (Lubis, 2018).

Penerimaan pajak adalah cerminan dari kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti rendahnya
tax ratio menunjukan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pada kenyataanya tingkat kepatuhan
Wajib Pajak di dalam menyampaikan SPT tahunan masih belum mencapai target yang ditetapkan
oleh DJP sehingga pajak belum dapat berfungsi sebagai alat untuk melakukan redistribusi pendapatan
dan mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini terlihat pada realisasi IKU tingkat kepatuhan
penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan WP OP tahun 2020 adalah sebesar 77,63% atau sebanyak
14.754.855 SPT dengan capaian sebesar 97,04% dari target sebesar 80% atau sebanyak 15.205.435
SPT (Laporan Tahunan DJP, 2017 —2020). Hal di atas memberikan informasi bahwa pada tahun 2020
tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi Non karyawan masih
dibawah yang diharapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Menurut data tersebut maka diketahui bahwa
masih banyak wajib pajak yang belum patuh yang angkanya mencapai 22,37%, maka masih ada
kekurangan sebanyak 450.580 SPT untuk mencapai target (Laporan Tahunan DJP, 2017— 2020).

Ketidakpatuhan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan masalah yang serius karena selain
banyaknya pengusaha nasional yang tidak taat akan kewajiban membayar pajak, kesadaran Wajib Pajak
Orang Pribadi di Indonesia untuk membayar pajak pun masih rendah. Dari 270,2 juta jiwa penduduk
Indonesia, namun jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh yang diterima pada tahun 2020
sebanyak 14,76 juta SPT (BPS, 2020). Sementara itu, menurut Dirjen Pajak Suryo Utomo, dalam basis
data pemerintah, wajib pajak yang terdaftar sejumlah 20 juta wajib pajak (https://datacenter.ortax.org
diakses tgl 1 January 2024).

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan memaksa, maka
sikap patuh atau tidak patuh Wajib Pajak merupakan suatu sikap yang diambil oleh seseorang atas
pertimbangan perilaku atau pertimbangan moral (Balla, 2017). Kepatuhan pajak merupakan motivasi
wajib pajak untuk membayar pajak baik secara sukarela maupun tidak sukarela (Carsamer & Abbam,
2020). Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai kemampuan dan kemauan dari wajib pajak untuk
mematuhi Undang- Undang Perpajakan, menyatakan penghasilan dengan benar setiap tahunnya dan
membayar jumlah pajak yang tepat sesuai dengan waktunya (e Hassan et al., 2021). Bagi negara
berkembang, otoritas negara masih mengalami kesulitan untuk mencapai kepatuhan pajak (e Hassan et
al., 2021). Alasfour et al., (2016) mengemukakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Negara
Yordania dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti moral pajak, tarif pajak, jenis kelamin, usia, tingkat
pendidikan, status pekerjaan dan latar belakang agama.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya salah satu bagian dari Direktorat Jenderal Pajak
untuk memberikan informasi, sosialisasi dan pembayaran pajak di Kota Pontianak sebagai bagian dari
Kantor Wilayah Kalimantan Barat guna tercapainya tujuan perpajakan. Namun, dalam tiga tahun
berturut- turut yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu
Raya belum menunjukan kinerja yang memuaskan. Berikut disajikan tabel yang menunjukan kinerja
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya:
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Tabel 1. Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Kinerja
KPP Pratama 2021 2022 2023
Kubu Raya

Jumlah WP OP 142 142 142
Jumlah WP Badan 1263 1263 1263
Jumlah sanksi yang terbit 1918 5780 6008
Nilai Nominal Sanksi (Rp) 84.026.997.583 |301.077.191.439| 336.520.392.207
Jumlah STP yang terbit 453 799 2188
Nilai Nominal STP yang Terbit (Rp) | 10.991.890.285 | 13.234.731.391 | 41.338.788.783
Jumlah SKP yang terbit N 170 334
Nilai Nominal SKP yang Terbit (Rp) |100.837.390.687|116.308.371.920| 155.604.534.194

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Terakhir, kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya belum maksimal ditandai dengan
peningkatan tunggakan pajak yang terlihat dari meningkatnya jumlah Surat Tagihan Pajak (STP) dan
Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebagai hasil pemeriksaan dengan diiringi peningkatan nilai nominal
jumlah tunggakan pajak baik dalam STP maupun SKP selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2023.
Studi yang menguji keterkaitan moral dengan kepatuhan pajak telah menemukan bukti bahwa
terdapat pengaruh moral masyarakat terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Igbal dan Mahfud, 2019).
Hal tersebut didukung oleh Purnamasari dan Yoyo Sudaryo (2018) yang berargumen bahwa
moral mempengaruhi Wajib Pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini disebabkan
bahwa moral berdasarkan pada kepercayaan Wajib Pajak kepada negara sehingga akan mendorong
wajib pajak untuk berkontribusi secara optimal kepada negara. Chrissanjaya (2018) menambahkan
bahwa pengaruh moral terhadap kepatuhan pajak yang dimaksud bukan saja
moral  Wajib Pajak moral otoritas pajak yang menyajikan kualitas layanan bagi wajib pajak.

Tax Morale adalah sikap sekelompok atau seluruh penduduk wajib pajak mengenai masalah
pemenuhan atau pengabaian tugas perpajakan mereka. Tax Morale atau Moral pajak sudah banyak
dibahas sejak lama, mulai dari tahun 1960 sampai saat ini. Strumple memperkenalkan Tax Morale
dengan istilah lain yaitu Tax Mentality (Susila et al., 2016). Survei yang dilakukan oleh Strumple
mengemukakan bahwa tax mentality dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan otoritas pajak kepada
wajib pajak. Tax Morale tersebut dipandang sebagai faktor utama dalam memahami dinamika
kepatuhan pajak (Alasfour et al., 2016). Selain Tax Morale, upaya dalam menghimpun pajak untuk
memperoleh penerimaan negara, pemerintah harus lebih giat secara optimal dari sektor pajak.
Pencapaian tujuan tersebut diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat. Anam
(2018) menyatakan bahwa negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat
berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan perpajakan (dalam Saputra, 2021). Pemberian layanan
(melayani) keperluan orang atau masyarakat berkaitan dengan perihal perpajakan yang mempunyai
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Mory,
2015:7). Pelayanan yang baik adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh Negara kepada
masyarakat yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan membangun negara melalui pembayaran
pajak.

Kepuasan masyarakat atau wajib pajak terhadap penggunaan pelayanan merupakan suatu cara
yang dilakukan pejabat atau otoritas pajak untuk memperoleh simpati masyarakat akan pentingnya
memenuhi kewajiban perpajakan. Kepuasan dinilai berdasarkan dua variabel yaitu pelayanan yang
dirasakan dan pelayanan yang diharapkan (Sri Rizki dalam Maulida 2022).

Peningkatan kepuasanwajib pajak diharapkan menjadi imbalan atas apresiasi pemerintah
terhadap kemauan membayar wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan aparat
pajak, maka diharapkan tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai
warga negara akan meningkat. Kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak sangat perlu
diperhatikan. Kepatuhan perpajakan mengacu pada kesadaran wajib pajak untuk menaati seluruh
kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Sutari, 2013:4). Kualitas layanan tersebut
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dapat diberikan secara optimal oleh DJP atau kantor pajak kepada Wajib Pajak, karena kualitas
layanan akan berpengaruh terhadap Tingkat kepuasan Wajib Pajak dalam proses pembayaran pajak,
dan pada akhirnya tingkat kepuasan akan menimbulkan loyalitas mereka, terutama berkaitan dengan
pembayaran pajak pada periode berikutnya. Hal ini dikuatkan Asfa dan Meiranto (2017) bahwa dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak, semakin besar dan tingkat pelayanan fiskus, maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan wajib pajak

Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kepercayaan pada
otoritas. Faizal, et al. (2017) menemukan bahwa kepercayaan dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.
Penelitian dilakukan oleh Wahl, et al. (2010) dan Kastlunger, et al. (2013) menemukan bahwa
kepercayaan yang tinggi mengenai otoritas pajak dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian yang
dilakukan oleh Syakura dan Zaki Baridwan (2014) juga menemukan bahwa bahwa semakin tinggi
kepercayaan wajib pajak pada otoritas pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak
badan dalam membayar pajak dengan indikator yang digunakan adalah Tax Morale, konsistensi,
pelayanan, dan transparansi. Kajian lain, faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak diantaranya faktor pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi
perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme (Alm, et.al 2006;
Jatmiko 2006; Fauziyah 2008; Handayani, et.al. 2012).

KAJIAN PUSTAKA

1. Tax Morale

Tax Morale adalah motivasi penting dalam membayar pajak. Tax Morale bisa dideskripsikan
dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan
inti dari moral pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak. Moral
pajak merupakan motivasi yang timbul secara intrinsik untuk membayar pajak, yang berasal dari
kesadaran bahwa penerimaan pajak berkontribusi untuk menyediakan barang publik (Cummings et al.,
2009). Moral pajak juga dapat dijelaskan dengan menggunakan teori kontrak pajak psikologis. Adanya
ikatan antara pembayar pajak dan negara merepresentasikan inti dari moral pajak individu, dan
kemudian secara positif dapat berpengaruh terhadap kepatuhan (Feld dan Frey, 2007).

Torgler dalam Cyan, et.al (2016) mendefinisikan moral pajak sebagai kesediaan untuk mematuhi
kewajiban pajak. Moral pajak meliputi prinsip, norma, dan nilai yang dipegang oleh individu dalam
menyadari kewajiban perpajakan mereka (Rahman, 2017).

Menurut (Davidson dan Hughes, 2020), moral adalah suatu tindakan atau perilaku yang
dianggap benar, dapat diterima secara sosial, pantas, dan wajar. Artinya sejauh mana motivasi intrinsik
seseorang untuk mematuhi pajak. Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem
pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulanbahwa pengertian moral pajak (tax
morale) adalah moral individu yang dimiliki seseorang namun kemungkinan tidak dimiliki orang lain
seperti etika, prinsip hidup dan perasaan bersalah dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan
sukarela dan benar nantinya dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakannya. Hal ini berarti
bahwa bahwa wajib pajak yang mempunyai kewajiban moral yang baik sebagai warga Negara dalam
melaksanakan kewajiban pajaknya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kewajiban
moral.

2. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan merupakan salah satu elemen penting yang menjadi pertimbangan bagi
pelanggan dalam melakukan pembelian suatu produk. Menurut Parasuraman, et.al (2011) kualitas
pelayanan merupakan penilaian atau sikap global yang berkenaan dengan superioritas suatu pelayanan.
Definisi ini didasarkan pada tiga landasan konseptual utama yaitu, kualitas pelayanan lebih sulit
dievaluasi pelanggan dibandingkan dengan kualitas barang, persepsi terhadap kualitas pelayanan
merupakan hasil perbandingan antara harapan pelanggan dengan kinerja actual pelayanan, evaluasi
kualitas pelayanan tidak hanya dilakukan atas hasil pelayanan namun juga mencakup evaluasi terhadap
proses penyampaian pelayanan.
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Menurut Gaspersz (2016:5) kualitas memiliki beberapa definisi yang berbeda dan bervariasi mulai
dari yang konvensional sampai ke yang strategis. Definisi kualitas secara konvensional
menggambarkan karakteristik langsung dari suatu produk seperti: kinerja (performance), keandalan
(reliability), mudah dalam penggunaan (easy fo use), estetika (esthetics), dan sebagainya. Definisi
strategis dari kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan dari
pelanggan (meeting the needs of customers). Goestch and Davis (dalam Tjiptono, 2022:51)
menyebutkan bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa,
manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Lebih lanjut, Triguno
(2017:76) mengartikan kualitas adalah standar yang harus dicapai oleh seseorang atau kelompok atau
lembaga atau organisasi mengenai kualitas sumber daya manusia, kualitas cara kerja, proses dan hasil
kerja atau produk yang berupa barang dan jasa. Berkualitas mempunyai arti memuaskan kepada yang
dilayani, baik internal maupun eksternal, dalam arti optimal pemenuhan atas tuntutan, persyaratan
pelanggan atau masyarakat.

Kemudian penelitian lanjutan tentang kualitas pelayanan dilanjutkan oleh Zeithmal et al yang
menyatakan bahwa service quality adalah “the extent of discrepancy between customer expeciations or
desires and their perceptions” atau dapat dikatan kualitas pelayanan merupakan manfaat yang
dirasakan berdasarkan evaluasi konsumen atas sesuatu interaksi dibandingkan dengan manfaat yang
diharapkan sebelumnya. Kualitas pelayanan dapat dikatakan bagus jika sesuai atau melampaui harapan
pelanggan, dan sebaliknya kualitas pelayanan dikatakan buruk jika dibawah harapan dari pelanggan
(Sudarso, 2016:57).

3. Kepercayaan Pada Otoritas Pajak

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2015) menyatakan bahwa Kepercayaan adalah (1)
sesuatu  yang dipercayai: (2) harapan dan keyakinan (akan kejujuran, kebaikan, dan sebagainya).
Menurut Doney et al., (1998) dalam Handayani, et.al (2012), kepercayaan adalah sesuatu yang
diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan
nilai yang sama.

Kepercayaaan pada pemerintah dan hukum merupakan wujud harapan wajib pajak kepada aparat
dalam menjalankan sistem pemerintahan dan hukum agar sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku.
Kepercayaan (trust) didefinisikan sebagai rasa yang timbul karena adanya perasaan puas dan nyaman
atas pemenuhan tanggungjawab. Kepercayaan merupakan kerelaan atas ketersediaan untuk melakukan
pertukaran dengan partner yang dipercaya, karena keandalan dan integritasnya. Kepercayaan adalah
suatu kemauan atau keyakinan antara dua orang atau lebih untuk menjalin hubungan jangka panjang
untuk menghasilkan kerja yang positif (Crosby et al., 2000 dalam Yulianto dan Purwanto Waluyo,
2004:349).

Kepercayaan ada ketika sebuah kelompok percaya pada sifat terpercaya dan integritas mitra.
Kepercayaan adalah ekspektasi yang dipegang oleh individu bahwa ucapan seseorang dapat
diandalkan. Kelompok terpercaya perlu memiliki integritas tinggi dan dapat dipercaya, yang
diasosiasikan, dengan kualitas yaitu: konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggungjawab (Morgan dan
Hunt, 2004). Kepercayaan adalah sejumlah keyakinan spesifik terhadap integritas, kejujuran pihak
yang dipercaya dan kemampuan menepati janji (Luarn dan Lin, 2003:156).

Studi ini mengacu pada penelitian Alm, et.al (2006) yang menyimpulkan bahwa tingkat
kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak untuk patuh pada
kewajiban perpajakannya. Argumentasi yang dipakai adalah wajib pajak yang memiliki tingkat
kepercayaan pada sistem pemerintah dan hukum akan percaya bahwa iuran yang diberikannya kepada
kas negara dipergunakan dengan baik untuk keperluan negara sehingga wajib pajak semakin percaya
pada pemerintah dan hukum yang membuat wajib pajak melaksanakankewajiban perpajakannya dan
menyebabkan meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

4. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban
perpajakaannya dan permasalahan atas ketidakpatuhan pajak oleh Wajib Pajak timbul karena berbagai
faktor. Ketidakpatuhan tersebut dapat timbul karena pengaruh pihak luar kepada orang tersebut, atau
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faktor dari dalam diri masing—masing individu yang juga menjadi salah satu penyebab dari
ketidakpatuhan pajak seseorang.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi
kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang yang berlaku tanpa perlu diadakannya
pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman atau penerapan sanksi baik oknum
maupun adminitrasi. Tuntutan kepatuhan wajib pajak orang pribadi telah diatur dalam Undang-Undang
No. 16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Pasal 12 dalam Undang-Undang NO. 16 tahun 2000 menjelaskan keharusan wajib pajak
membayar pajak sebagai berikut: setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakanya dengan tidak menggantungkan pada adanya
surat ketetapan pajak. Dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan
wajib pajak adalah jumlah wajib pajak yang terhutang menurut ketentuan perundang-undangan
pajaknya disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terhutamg menurut ketentuan
perundang-undangan perpajakanya (Waluyo, 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah
Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya yaitu 218 Wajib Pajak Orang
Pribadi yang terdaftar pada bulan Desember 2023. Dari hasil perhitungan dalam tahap kesalahan 5%,
maka jumlah sampel yang akan diambil adalah sebanyak 141 orang. Dalam menentukan jumlah
sampel, peneliti menggunakan rumus slovin, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 141 responden.
Selanjutnya, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis data dan setelah dilakukan pengujian hipotesis dalam penelitian ini,
dapat diketahui bahwa terdapat hubungan, baik secara simultan maupun parsial antara Tax Morale,
Kualitas Pelayanan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Di Pajak Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya, berikut ini adalah pembahasan dari masing-masing variabel :

1. Pengaruh Tax Morale (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Persepsi responden tentang tax morale Wajib Pajak Pratama Kubu Raya dikategorikan baik
dengan nilai rata-rata 4,01. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,775 menunjukan hubungan yang kuat antara

Tax Morale dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,601 atau 60,1%
Kepatuhan Wajib Pajak, ditentukan oleh Tax Morale dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian
pengaruh Tax Morale yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pun ditampakan
dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut:

Y=a+bl1X1
Y =75,543 + 0,528X1

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b1) sebesar 0,528. Hal
ini menunjukan besarnya pengaruh Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena pengaruh
tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Tax Morale (X1) mengalami peningkatan, peningkatan
tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X1 terhadap Variabel Y adalah dengan
membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak
dan H1 diterima dan sebaliknya apabila t hitung <t tabel, maka HO diterima dan H1 ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat
signifikan. Dari nilai koefisien regresi untuk variabel Tax Morale yang menggunakan Uji t, dimana t
hitungyang diperoleh sebesar 2,141 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,977 maka hasil ini menunjukan
pengaruh variabel Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat signifikan.
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Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak HO dan menerima H1, artinya nilai koefisien
regresi dan variabel Tax Morale mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol. Sehingga
dengan demikian variabel Tax Morale mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak pada KPP Pratama Kubu Raya. Hal ini menguatkan penelitian yang dilakukan Torgler dan
Friedrich Schneider (2007), Layata dan Putu Ery Setiawan (2014) serta Artha dan Putu Ery Setiawan
(2016) yang menyatakan tax moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kualitas pelayanan berdasarkan persepsi responden termasuk dalam kategori sedang dengan nilai
3,53. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,827 menunjukan hubungan yang sangat kuat antara Kualitas

Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (rz) sebesar 0,684 atau 68,4%
Kepatuhan Wajib Pajak, ditentukan oleh Kualitas Pelayanan dan sisanya ditentukan faktor lain.
Kemudian pengaruh Kualitas Pelayanan yang signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
pun ditampakan dengan hasil persamaan regresinya sebagai berikut:

Y =a+b2X2
Y =6,071 +0,896X2

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b2) sebesar 0,896.
Hal ini menunjukan besarnya pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Karena
pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Kualitas Pelayanan (X2) mengalami
peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel Kepatuhan
Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X2 terhadap Variabel Y adalah dengan
membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung > t tabel maka H0 ditolak
dan Ha diterima dan sebaliknya apabila t hitung <t tabel, maka HO diterima dan Ha ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat
signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan yang menggunakan Uji t,
dimana t hitung yang diperoleh sebesar 7,789 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,977 maka hasil ini
menunjukan pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak H0 dan menerima H1, artinya nilai koefisien
regresi dan variabel Kualitas Pelayanan mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan nol.
Sehingga dengan demikian variabel Kualitas Pelayanan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Kubu Raya. Hal ini selaras dengan hasil riset Layata dan
Putu Ery Setiawan (2014) serta Jono dan Handryno (2021) yang membuktikan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Persepsi responden mengenai kepercayaan pada otoritas pajak mendapatkan kategori sedang
dengan nilai rata-rata 3,13. Koefisien korelasi (r) sebesar 0,734 menunjukan hubungan yang kuat antara

Kepercayaan pada Otoritas Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (r2)
sebesar 0,539 atau 53,9% Kepatuhan Wajib Pajak, ditentukan oleh Kepercayaan pada Otoritas Pajak
dan sisanya ditentukan faktor lain. Kemudian pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak yang
signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pun ditampakan dengan hasil persamaan
regresinya sebagai berikut:

Y =a+b3X3
Y =9,734 + 0,658X3

Dari persamaan regresi tersebut di atas dapat diketahui koefisien regresi (b3) sebesar 0,658. Hal
ini menunjukan besarnya pengaruh Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Karena pengaruh tersebut bersifat positif, maka apabila variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak (X3)
mengalami peningkatan, peningkatan tersebut akan diimbangi pula dengan peningkatan pada variabel
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Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya terlihat pengaruh variabel bebas X2 terhadap Variabel Y adalah dengan
membandingkan t hitung dengan t tabel. Kriterianya adalah apabila t hitung > t tabel maka HO ditolak
dan Ha diterima dan sebaliknya apabila t hitung <t tabel, maka HO diterima dan Ha ditolak.

Dengan melihat hasil dari model persamaan regresi di atas, maka artinya hasil uji sangat
signifikan; dari nilai koefisien regresi untuk variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak yang
menggunakan Uji t, dimana t hitung yang diperoleh sebesar 12,739 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,977
maka hasil ini menunjukan pengaruh variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak sangat signifikan.

Dengan demikian hipotesis ini adalah menolak HO dan menerima H1, artinya nilai koefisien
regresi dan variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak mempunyai persamaan regresi tidak sama dengan
nol. Sehingga dengan demikian variabel Kepercayaan pada Otoritas Pajak yang diselenggarakan KPP
Pratama Kubu Raya mempunyai pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil
penelitian ini memperkuat pendapat Salsabila (2018) dan Damayanti, et.al (2015) yang berpendapat
bahwa kepercayaan pada otoritas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh variabel Tax Morale (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan Kepercayaan pada Otoritas
Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kubu Raya mendapatkan nilai rata- rata 3,04. Hal ini
berarti kepatuhan WP di KPP ini termasuk kategori sedang. Hubungan dan pengaruh yang terbentuk
oleh variabel X1, X2 dan X3 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) terlihat dari koefisien korelasi (1)
sebesar 0,749 yang menunjukan hubungan yang kuat antara variabel bebas (X1, X2 dan X3) dengan

variabel terikat (Y). kemudian nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,561 atau 56,1% Kepatuhan
Wajib Pajak ditentukan secara bersama oleh variabel Tax Morale, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan
pada Otoritas Pajak, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Adapun persamaan regresinya
adalah sebagai berikut:

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3

Y =27,375+0,447X1+ 0,564X2+ 0,693X3
dimana:

Y =Kepatuhan Wajib Pajak X1 = Tax Morale
X2 = Kualitas Pelayanan

X3 =Kepercayaan pada Otoritas Pajak

Kemudian F hitung digunakan untuk menguji apakah model persamaan Y=a+b1X1+b2X2+
b3X3 yang diajukan diterima atau tidak. Caranya dengan membandingkan Fhitung dengan Ftabel. Jika
Fhitung > Ftabel maka model persamaan di atas dapat diterima.

Fhitung adalah sebesar 58,462 dan Ftabel adalah sebesar 3,06 (dari Tabel F) maka model
persamaan Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 yang digunakan dapat diterima atau dengan dengan melihat
probabilitasnya adalah 0,00 < 0,05 sehingga signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa model
persamaan Y=a+b1X1+b2X2+b3X3 yang digunakan dapat diterima.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel Tax Morale, Kualitas Pelayanan dan
Kepercayaan pada Otoritas Pajak secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sejalan dengan hasil riset Layata dan Putu Ery Setiawan (2014), Artha
dan Putu Ery Setiawan (2016) dan Salsabila (2018) yang menyatakan bahwa tax morale, kualitas
pelayanan dan kepercayaan pada otoritas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat

dikemukakan beberapa kesimpulan:

L.

Tax Morale sudah dilaksanakan KPP Pratama Kubu Raya dalam kategori baik. Koefisien korelasi
(r) sebesar 0,775 menunjukan hubungan yang kuat antara Tax Morale dengan Kepatuhan Wajib
Pajak. Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,601 atau 60,1%Kepatuhan Wajib Pajak,
dipengaruhi oleh Tax Morale dan sisanya ditentukan faktor lain. Nilai thitung yang diperoleh yaitu
sebesar 2,141 sedangkan ttabel yaitu sebesar 1,977. Maka thitung > ttabel, hasil ini menunjukan
pengaruh variabel implementasi Tax Morale terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

. Kualitas Pelayanan pegawai di KPP Pratama Kubu Raya sudah menunjukan kondisi sangat baik.

Koefisien korelasi (r) sebesar 0,827 menunjukan hubungan yang kuat antara Kualitas Pelayanan
dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,684 atau
68,4%Kepatuhan Wajib Pajak, ditentukan oleh Kualitas Pelayanan dan sisanya ditentukan faktor
lain. Nilai thitung yang diperoleh yaitu sebesar 7,789. Maka ttabel yaitu sebesar 1,977. Sehingga
thitung > ttabel, hasil ini menunjukan pengaruh variabel Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak adalah signifikan

Kepercayaan pada Otoritas Pajak yang diselenggarakan KPP Pratama Kubu Raya sudah sangat baik.
Koefisien korelasi (r) sebesar 0,734 menunjukan hubungan yang kuat antara Kepercayaan pada
Otoritas Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak. Nilai koefisien determinasi (1r2) sebesar 0,539 atau
53,9% Kepatuhan Wajib Pajak, ditentukan oleh Kepercayaan pada Otoritas Pajak dan sisanya
ditentukan faktor lain. Nilai t hitung yang diperoleh yaitu sebesar 12,739 sedangkan ttabel yaitu
sebesar 1,977. Maka thitung > ttabel, hasil ini menunjukan pengaruh variabel Kepercayaan pada
Otoritas Pajak pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah signifikan.

Kepatuhan Wajib Pajak pegawai di KPP Pratama Kubu Raya tergolong sangat baik. Hubungan dan
pengaruh yang terbentuk oleh variabel Implementasi 7ax Morale (X1), Kualitas Pelayanan (X2) dan
Kepercayaan pada Otoritas Pajak Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar terlihat
dari koefisien korelasi (r) sebesar 0,749 yang menunjukan hubungan yang kuat antara variabel bebas
(X1, X2 dan X3) dengan variabel terikat (Y). kemudian nilai koefisien determinasi (r2) sebesar
0,561 atau 56,1% Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan secara bersama oleh variabel Tax Morale,
Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak, F hitung = 58,462 dan F tabel adalah =
3,06 (dari F tabel) sehingga F hitung > F tabel, maka model persamaan Y=a+b1X1+b2X2+b3X3yang
digunakan dapat diterima sehingga signifikan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan saran sebagai berikut:

1.

Untuk meningkatkan Tax Morale wajib pajak di KPP Pratama Kubu Raya yaitu:

a. Petugas pajak terus menjaga kepatuhan wajib pajak sehingga tidak ada rasa khawatir melanggar
peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Hendaknya petugas pada KPP meningkatkan pengetahuan wajib pajak untuk menunaikan
kewajiban perpajakan sehingga perasaan tidak jika belum membayar pajak tidak terjadi lagi

c. Hendaknya petugas KPP Pratama Kubu Raya selalu memastikan wajib pajak untuk selalu
menghitung, membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

d. Hendaknya petugas KPP PratamaKubu Raya selalu memastikan wajib pajak untuk selalu
melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Agar Kualitas Pelayanan KPP Pratama Kubu Raya lebih meningkat maka:

a. Petugas seyogyanya meningkatkan kenyamanan pada saat mengurus perpajakan dengan fasilitas
yang tersedia di KPP Pratama Kubu Raya

b. Agar petugas selalu menanggapi keluhan dari wajib pajak secara positif oleh petugas pajak KPP
Pratama Kubu Raya

3. Agar Kepercayaan pada Otoritas Pajak meningkat khususnya kepada KPP Pratama Kubu Raya,

maka:
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a. Diharapkan petugas KPP Pratama Kubu Raya meningkatkan kepercayaan wajib pajak dengan
menambah pengalaman pekerjaannya dan mempertahankan kejujuran

b. Diharapkan petugas KPP Pratama Kubu Raya selalu menjadi pemberi solusi terbaik bagi wajib
pajak atas segala permasalahan perpajakannya.

c. Seyogyanya selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak sebagai pilihan
utama dalam bekerja di KPP Pratama Kubu Raya.

d. Pegawai KPP Pratama Kubu Raya diharapkan meningkatkan kehandalannya dalam bekerja.

4. Agar Kepatuhan Wajib Pajak KPP Pratama Kubu Raya meningkat maka:

a. Hendaknya wajib pajak hendanya selalu didampingi petugas agar salalu mengisi formuli-
formulir pajak dengan benar.

b. Pegawai diharapkan memberikan terus menerus agar wajib pajak terhindar dari keterlambatan
membayar pajak sehingga tidak perlu mendapatkan sanksi.

c. Pegawai hendaknya terus memberikan bimbingan kepada wajib pajak agar selalu melakukan
perhitungan pajak dengan benar dan selalu mengkorfirmasikan kepada petugas pajak.
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